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Abstract: The attempt of creating justice, weathness (social dan 
economy) and protecting to the ownership is the goal of Islamic 
accounting and economy. Islam teaches us that everything is 
created by Allah, it can be owned by human collectively. 
Juridically, individual human right for owning the thing, such 
as the right for having, enjoying, and replecing the wealthy, is 
certified  and roled by Islam. However, they have moral 
responsibility to give their wealthy since the other people 
(social) are also on the right part of such wealthy. In concerning 
with the matter,  Islamic accounting is trying to activate the 
activa scoring as an important basic to the treasure that the zaka>h 
is suppossed to be paid out.  
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A. Pendahuluan 
Islam mengakui hak milik individu dan hak milik 
kolektif. Masing-masing telah diberi wilayah tersendiri. Islam 
memiliki sikap istimewa didasarkan pada landasan yang 
orisinil. Tak satu pun sistem yang lebih jitu yang mampu 
mengunggulinya.  
Kapitalisme berdiri berlandaskan hak milik khusus 
atau hak milik individu. Setiap individu diberi hak untuk 
memiliki apa saja secara mutlak baik barang-barang  produktif 
maupun konsumtif, tanpa batasan apa pun atas 
kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan, maupun 
mengeksploitasi kekayaan. Sikap ini sesuai dengan falsafah 
individualisme yang memandang bahwa individu merupakan 
proses segala yang ada, dan kebahagiaan individu, 
kemerdekaan, dan kebebasaanya merupakan cita-cita sistem 
politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kapitalisme 
memandang suci terhadap hak milik individu. 
Sebaliknya, sosialisme tegak berlandaskan hak milik 
umum atau hak milik orang banyak yang diperankan oleh 
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negara atas alat-alat produksi. Hak milik individu tidak 
diakuinya. Dalam lingkungan sistem ekonomi ini, seseorang 
tidak diizinkan memiliki harta dari hasil- hasil produksi. 
Negara merupakan pemilik satu-satunya alat-alat produksi. 
Sandaran ekonomi sosialis, yaitu falsafah kolektivisme, yang 
beranggapan bahwa yang menjadi dasar pokok adalah orang 
banyak, sehingga individu tidak memiliki hak-hak kecuali 
yang diakui dan memenuhi syarat terpeliharanya orang 
banyak.1 
Konsep kepemilikan dalam Islam jelas berbeda dengan 
kapitalis maupun sosialis, karena tidak satu pun dari 
keduanya itu berhasil dalam menempatkan individu selaras 
dengan kedudukan sosialnya. Hak milik pribadi merupakan 
dasar kapitalisme, sementara penghapusannya merupakan 
sasaran pokok ajaran sosialis. Islam memberikan 
keseimbangan, karena tidak hanya mengakui hak milik 
pribadi, tetapi juga menjamin pendistribusian yang seluas-
luasnya, meskipun tetap disertai seruan moral. Sebab Islam 
memandang bahwa pemilik absolut adalah Allah swt, 
sementara manusia adalah pihak yang diberi amanah. Wujud 
pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan oleh Allah 
kepada manusia adalah dengan memenuhi ketentuan-
ketentuan Allah. Dalam kaitannya dengan kepemilikan 
seseorang wajib membayar zakat. Untuk dapat menunaikan 
kewajibaan ini secara tepat, maka dibutuhkan sebuah 
mekanisme perhitungan yang tepat dalam menilai aktiva 
seseorang atau aset sebuah perusahaan. Pendekatan ini adalah 
lebih adil, antara lain, karena diharapkan akan memacu 
seseorang untuk bertindak jujur, karena dalam urusan 
pembayaran zakat,  perhitungan (neraca) yang dijadikan dasar 
akan dibuat seadanya. Sebab ada pengawasan langsung dari  
pemilik yang hakiki, yaitu Allah swt.2 
                                                        
1Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 
Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 
40. 
2Muhammad, Prinsip-Prinsip Akutansi dalam al-Qur’an (Yogyakarta: 
UII Press, 2000), h. 22. 
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Akuntansi laksana senjata ampuh dalam menjastifikasi 
upaya efisiensi maksimal sebuah usaha. Tetapi, upaya 
tersebut harus dilakukan dalam kerangka moral yang dapat 
diterima dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Semua ini 
sebenarnya cukup membuktikan bahwa akutansi punya peran 
besar dan strategis. 
 
B. Konsep Kepemilikan Islam 
Sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian dari 
sistem Islam yang bersifat umum yang berlandaskan pada 
prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam 
menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, juga antara 
individu dan masyarakat. Dalam bidang ekonomi kita akan 
menemukan pelaksanaan prinsip keseimbangan pada semua 
bidang. Islam menyeimbangkan antara modal dan aktifitas, 
antara produksi dan konsumsi, dan antara barang-barang 
yang diproduksi satu dengan yang lainnya. Adapun nilai 
pertengahan dan keseimbangan yang dibawa oleh Islam 
dalam bidang ekonomi dapat terlihat dalam dua aspek. 
Pertama; berkaitan dengan harta, Islam nenengahi antara  
mazhab yang memproklamirkan perang terhadap harta, dunia 
dan segala kebaikannya, juga berbagai madzhab materialistik 
yang menjadikan harta sebagai tuhan dan menjadikan dunia 
sebagai tujuan yang paling besar dan pusat orbit 
pemikirannya. Kedua; berkaitan dengan kepemilikan, Islam 
menjadi penyeimbang antara kelompok yang berlebih-lebihan 
dalam melimpahkan semua hak kepada manusia untuk 
memiliki tanpa didasari dengan kewajiban, dan juga terhadap 
kelompok yang memerangi kepemilikan, yang menganggap 
kepemilikan sebagai sumber keburukan dan kedzaliman 
sehingga mereka berusaha meniadakannya dari kehidupan 
dan mengucilkan pemiliknya dari masyarakat.3 
Islam mengambil sikap pertengahan di antara dua 
kelompok tersebut. Menurut ajaran Islam, Allah swt adalah 
pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. 
                                                        
3Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perokonomian Islam 
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Hanya Allah  yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap 
hak atas kepemilikannya. Allah sendiri yang  menekankan 
pembatasan dan pelarangan atas pemilikan. Kekuatan 
manusia untuk mengatur barang-barang yang ada di dunia 
ini, berasal dari peranannya sebagai khalifah Allah dengan 
sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif 
mempertanggungjawabkan peranya sebagai khalifah Allah. Al 
Qur’an menyatakan, bahwa: 
1. Kepunyaan Allah–lah kerajaan langit dan bumi dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.4 
2. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi.”5 
3. Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu, 
dan bersyukurlah kamu kepadanya.6 
Hak milik itu, oleh Allah secara alamiah telah 
ditetapkan tujuan penggunaannya dan seluruh mahluk 
menjadi milik Allah Yang Maha Esa, kemudian  seluruh alam 
dan seisi dunia ini dikaruniakan oleh Allah SWT untuk 
kepentingan manusia. Setiap orang diberi keleluasaan untuk 
memiliki dan menggunakan kekayaan itu.7 Akan tetapi, 
kepentingan sosial dan dimensi kolektif dari kemanusiaan 
membutuhkan sejumlah pembatasan tertentu terhadap 
kebebasan individu dalam memiliki harta kekayaan itu. 
Sebagai mahluk sosial, seluruh materi dan aspirasi spiritual 
manusia membutuhkan usaha bersama (bermasyarakat) yang 
kemudian membentuk fungsinya melalui negara dan 
lembaga-lembaga sosial lainnya untuk melindungi kehidupan, 
martabat dan hak milik mereka. Jadi, tiap individu, 
masyarakat dan negara memiliki hak atas kepemilikan sesuai 
dengan peran yang dimiliki masing-masing tanpa 
mengakibatkan konflik dan pertentangan di antara ketiganya. 
                                                        
4QS. A >li ‘Imra >n (3): 189.  
5QS. al-Baqarah (2): 30. 
6QS. Saba’ (34): 15. 
7Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem 
Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 65. 
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Untuk menggambarkan konsep fundamental hak milik 
dalam Islam, bisa dilihat pendapat Ibn Taimiyyah sebagai 
berikut:  
“Hak milik adalah sebuah kekuatan yang didasarkan pada 
syariat untuk menggunakan sebuah obyek. Tetapi kekuatan 
tersebut sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. Sesekali 
kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu 
berhak menjual, mewariskan atau menggunakannya untuk 
tujuan produktif. Namun terkadang kekuatan itu tidak 
lengkap, karena hak dari si pemilik itu dibatasi, sebab sudah 
tercakup dalam pemilikan oleh masyarakat maupun negara.8 
Kekhasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi 
terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak 
milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya. Lagi-
lagi Islam berbeda dari kapitalisme dan sosialisme, karena 
tidak satu pun dari keduanya berhasil dalam menempatkan 
individu selaras dengan mozaik sosial. Hak milik pribadi 
merupakan dasar kapitalisme, sementara penghapusannya 
merupakan sasaran pokok ajaran sosialis.  
Pemilikan kekayaan yang tidak terbatas dalam 
kapitalisme pasti tidak luput dari kecaman dan dipandang 
turut bertanggung jawab terhadap kesenjangan pembagian 
kekayaan dan pendapatan secara mencolok. Sebab 
sesungguhnya dalam perkembangan ekonomi  hampir di 
mana saja hal itu telah meningkatkan kekuasaan dan 
pengaruh perserikatan perusahaan; perusahaan yang 
memonopoli harga dan produksi, dan perusahaan yang 
mempunyai hak memonopoli. Hak milik yang tidak ada 
batasnya ini telah membuat si kaya menjadi semakin kaya dan 
si miskin menjadi semakin miskin. Di sini terjadi kedaulatan 
konsumen, kelaliman sistem harga, dan pengejaran 
keuntungan semata.  
Sosialisme yang diatur berdasarkan kolektivisme, di 
mana segala sesuatu adalah milik negara, menyebabkan 
dihapuskannya milik pribadi. Sekali pun konsep hak milik 
                                                        
8A. A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah ( Surabaya: PT. Bina 
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kolektif dapat membantu untuk meniadakan pengganguran, 
distribusi yang tidak adil dan kekurangan-kekurangan 
kapitalis lainnya, namun hal ini tidak lepas dari keterbatasan-
keterbatasan tertentu yang bersifat serius, yaitu kebebasan 
pribadi. 
Islam tidak hanya mengakui hak milik pribadi, tetapi 
juga menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan 
seadil-adilnya, karena kepemilikan individu merupakan 
hukum syara’ yang berlaku bagi zat benda milik atau pun 
kegunaan (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja 
mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut.9 
Tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk 
menyedekahkan hartanya, karena kekayaan itu juga 
merupakan hak masyarakat bahkan hewan. Al Qur’an 
menyatakan: 
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.10 
Islam telah mengatur dengan jelas ketentuan 
kepemilikan. Abdul Manan mengklasifikasikannya dalam 
delapan ketentuan syariat tentang prinsip kepemilikan, 
yaitu:11 
1. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus. 
2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang 
dimiliki. 
3. Penggunaan harta benda secara berfaedah. 
4. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. 
5. Memiliki harta benda yang sah. 
6. Penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros 
atau serakah. 
7. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh 
keuntungan atas haknya. 
8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. 
                                                        
9Taqyuddin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif 
Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 66. 
10QS. al-Dha >riya >t (51): 19. 
11M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana 
Bhakti Wakaf, 1997), h. 65. 
Konsep Kepemilikan Islam untuk Akuntansi Syariah 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 10, No. 2, Desember 2007 
476
Monzer Kahf merumuskan ciri-ciri khas hak milik 
dalam ilmu ekonomi Islam sebagai berikut:12 
1. Harta milik adalah amanat, pemilik yang sebenarnya 
adalah Allah, hak manusia  untuk memanfaatkan barang-
barang di dunia didasarkan kedudukannya sebagai 
khalifah dan pengemban amanat Allah. Dengan definisi 
ini, hak-haknya dibatasi oleh batas-batas yang ditetapkan 
oleh Allah dan yang harus dipergunakan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang telah ditentukan-Nya. Kewajiban-
kewajiban seperti yang telah ditetapkan oleh Allah untuk 
memindahkan hak-hak ini harus secara jujur dipenuhi. 
Karena itu, hak milik tidak bersifat mutlak, melainkan 
terbatas dan bersyarat.  
2. Hak milik tidak terlepas dari tujuan itu sendiri dalam 
pandangan sifat purposif kehidupan manusia. Kekayaan 
adalah alat menuju tujuan hidup yang sesuai dengan 
petunjuk Allah. Harta bersifat instrumental melaksanakan 
secara efektif tanggung jawab manusia dalam upaya 
memperoleh kesejahteraan hidup.  
3. Sifat purposif hak milik yang dibarengi dengan konsep 
ketuhanan, menuntut manusia agar memanfaatkan 
barang-barang tanpa memonopolinya. Karena semua 
manusia merupakan pengelola harta secara keseluruhan 
sebagaimana yang dilakukan oleh anggota keluarga.  
4. Sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomik. 
Jika ini tidak dipenuhi atau pemanfaatan itu 
diselewengkan pada tujuan non ekonomik sebagaimana 
yang dirumuskan sebelumnya, maka hak itu akan 
berkurang (sampai batas nol) dalam proporsinya yang 
terkait dengannya. Ini berarti bahwa semua hak akan 
hilang atas harta seseorang karena penyalahgunaan.  
5. Ekonomi Islam menggangap hak milik pribadi sebagai 
hak yang diberikan oleh masyarakat, sebab ia terkait erat 
dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat 
Allah. Harta diberikan oleh Allah dengan pemberian 
                                                        




Al-Qānūn, Vol. 10, No. 2, Desember 2007 
477 
bersyarat. Artinya, dia tidak boleh melanggar persyaratan 
syariah.  
6. Hak milik dibatasi waktunya dengan umur pemiliknya. 
Pemilik tidak memiliki otoritas terhadap hartanya setelah 
dia meninggal. Karena itu, hukum waris dalam Al Qur’an 
memberikan rincian mengenai pembagian harta 
peninggalan itu dan menggangap kematian sebagai akhir 
alami dari hak-hak seseorang atas hartanya. Pembatasan 
ini sepenuhnya sesuai dengan konsepsi Islam mengenai 
hak milik, yang lebih tepat disebut sebagai khilafah yang 
terbatas, bukan tuntutan hak yang bersifat mutlak. 
 
C. Kepemilikan Harta (Aktiva) untuk Akuntansi Syariah 
Committee on Terminology (1953 hal. 26) mendefinisikan                      
harta, aktiva (asset) sebagai “sesuatu yang disajikan di saldo 
debet yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai 
dengan prinsip akutansi (bukan karena saldo negatif yang 
akan dianggap sebagai utang), yang mana saldo debet ini 
merupakan hak milik atau nilai yang dibeli atau pengeluaran 
yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan di masa yang 
akan datang.” Definisi ini berkembang setelah keluar APB 
Statement no. 4 (1970, hal. 132) yang mendefinisikan harta 
sebagai “kekayaan ekonomi perusahaan, termasuk di 
dalamnya pembebanan yang ditunda, yang dinilai dan diakui 
sesuai dengan akutansi yang berlaku”. Kemudian definisi 
harta ini berubah lagi setelah keluar FASB Statement (1985) 
yang memberikan definisi bahwa “asset adalah kemungkinan 
keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa 
yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat 
transaksi atau kejadian yang telah berlalu.”12 
Dari ketiga definisi ini diketahui bahwa sesuatu 
dianggap sebagai harta jika di masa yang akan datang dapat 
diharapkan memberikan arus kas bersih yang positif kepada 
perusahaan. Untuk perkiraan beban ditunda dianggap bahwa 
                                                        
12Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 
2001), h. 41. 
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karena pembayaran telah dilakukan, maka di masa yang akan 
datang tidak perlu lagi kas keluar. 
Dalam kerangka acuan Islam, barang atau harta 
(aktiva) adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada 
manusia yang berwujud dalam berbagai produk dan 
komoditas yang berguna dan baik yang manfaatnya 
menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun 
spiritual pada konsumennya. Barang-barang yang tidak 
memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan 
kebaikan  manusia, menurut konsep ini bukan termasuk 
barang dan juga tidak dapat dianggap sebagai milik atau asset 
umat Islam. Karena itu, barang-barang yang terlarang tidak 
dianggap sebagai barang dalam Islam. Jika kita 
membandingkan dengan konsep ekonomi modern, maka 
dalam ekonomi modern segala sesuatu yang memiliki nilai  
ekonomik, jika dapat dipertukarkan di pasar, dianggap 
sebagai harta, terlepas dari nilai agama.   
Kepemilikan harta (aktiva) berkaitan erat dengan 
akuntansi syariah dalam penilaian aktiva yang dijadikan 
dasar terhadap berapa besar kecilnya kewajiban zakat 
seseorang yang wajib dibayarkan.  
Islam tidak menjadikan nis }a>b zakat dalam jumlah besar 
agar umat Islam dapat menunaikannya. Prosentase nis }a>b bisa 
dikatakan “sedang”, yaitu dari (2,5 %) pada uang dan 
perniagaan, (5 %) pada pertanian yang diairi dengan alat, (10 
%) pada tanaman yang diairi tanpa alat, hingga (20 %) pada 
hasil tambang dan harta temuan. Jadi, semakin besar jerih 
payah seseorang, maka semakin rendah dan ringan prosentase 
nis }a>bnya.   Nis }a>b  dengan  prosentase   5 %,    10 %, dan 20 % 
termasuk nis }a>b yang sangat ringan dan mudah bagi pemilik 
aktiva yang telah mencapai lebih dari nis }a >b.  
Jika kita perhatikan kewajiban dalam zakat 
perniagaan, maka kewajiban tersebut adalah 2,5 % dari 
modalnya. Sedangkan di sini, 5 % atau 10 % kewajiban itu 
adalah 5 % atau 10 % dari hasil atau pemasukan, khususnya 
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produksi dari zakat dan menzakati sisanya, yaitu setelah 
diambil biaya produksi.13 
Zakat secara teknis berarti kewajiban keuangan 
seorang muslim untuk mengeluarkannya dari nilai bersih 
aktivanya yang telah melebihi nis }a >b zakat, suatu bagian 
khusus dan penting dari kewajiban agama seseorang. Ia juga 
merupakan perwujudan keuangan dari komitmen sosio 
ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi 
kebutuhan semua orang, tanpa meletakkan seluruh beban 
pada perbendaharaan publik yang dengan tidak disadari telah 
dilakukan oleh sosialisme dan negara sekuler lainnya.14  
Zakat dikenakan terhadap berbagai macam modal 
yang telah terkumpul sebagai suatu kelebihan pada setiap 
tahun. Zakat dikenakan setahun sekali terhadap modal, bukan 
investasi, setelah dikurangi pengeluaran setiap tahun. Semua 
jenis modal yang dimiliki selama dua belas bulan penuh akan 
dizakati. Oleh karena itu, zakat dibayarkan hanya setelah 
lewat dari dua belas bulan pemilikan aktiva yang melebihi 
syarat nis }a>b.15 
Zakat dikenakan terhadap berbagai macam modal 
yang telah terkumpul. Yang dimaksud modal di sini, 
termasuk aktiva yang digunakan dalam proses produksi, 
misalnya mesin-mesin, gedung dan sebagainya. Mesin-mesin 
industri merupakan aktiva produktif yang menjadi obyek 
zakat.16 
Di Arab Saudi, zakat dikenakan pada semua kegiatan 
ekonomi. Harta, modal dan hasilnya, pendapatan individu 
dari kegiatan dagang, industri, kerajinan tangan, gaji, laba 
yang bersifat accured di perusahaan atau pada orang lain, dan 
                                                        
13Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral, h. 419.  
14Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Surabaya: Risalah 
Gusti, 1999), h. 292. Lihat juga Umer Chapra, The Future Of Economics: an 
Islamic Perspective (Jakarta: SEBI, 2001), h. 333. 
15Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III (Yogyakarta: Dana 
Bhakti Wakaf, 1996), h. 259. 
16Iwan Triyuwono dan As’udi, Akuntansi Syari’ah: Memformulasikan 
Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 
h. 49. Lihat juga M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, h. 261. 
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seluruh laba lainnya dianggap dapat dikenakan kewajiban 
zakat yang didasarkan pada syariah. Dasar perhitungan zakat 
untuk perusahaan swasta ditetapkan sebagai berikut :17 
1. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan audit, 
meliputi : 
a. Modal setor (ra’s al-ma >l al-madfu >’), pada awal tahun 
dikenakan zakat. Tambahan atau kenaikan modal akan 
dikenakan pada tahun berikutnya. 
b. Laba bersih tahunan (s }afi al-ribh } al-sanawy fi niha >yat al-
‘a>m) sebelum dikeluarkan deviden dikenakan zakat 
tanpa dilihat kapan muncul. 
c. Laba yang dipindahkan ke tahun berikutnya (al-arba >h } 
al-mura>kha> li al-sanawa>t sa>biqah) dari tahun sebelumnya, 
karena ini dianggap tambahan modal. 
d. Cadangan umum kontigensi (ka >ffah al-ih }tiya>t} a’ya>n ka >n 
nah}wuha>) juga dikenakan zakat terkecuali untuk 
pesangon kepada pegawai yang berhenti menurut 
peraturan perburuhan Saudi Arabia. 
e. Saldo cadangan tertentu (rashi >d al-h}isa >b al-da >’im) yang 
ditetapkan pemilik pada awal tahun sebab hal ini 
dianggap juga sebagai tambahan modal yang 
dimaksudkan untuk tujuan tertentu. 
f. Laba yang siap dibagikan (arba>h } tah }t al-tauzi >’) juga 
dikenakan zakat, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa 
hal itu akan dikredit ke Bank pada saat penjualan 
saham dan perusahaan tidak dapat mengontronya. 
g. Sumbangan (tabarru’a>t) juga dikenakan zakat, kecuali 
sumbangan yang jumlahnya ditetapkan sebesar 3 % 
dari laba tahunan bersih. 
h. Pinjaman (quru >d } bi gharad al-istithma>r) yang dipinjam 
untuk tujuan perluasan. 
Beberapa hal yang dapat dikurangi dari dasar 
perhitungan zakat, adalah hal-hal sebagai berikut: 
a. Nilai baku aktiva tetap (s }afi qi >mat al-us }u >l al-tha>bitah) 
setelah dikurangi penyusutan jika pembayar zakat 
memiliki sepenuhnya dan jumlahnya lebih kecil dari 
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total modal setor, laba yang dioper ke tahun 
berikutnya, cadangan kotigensi dan utang. 
b. Rugi (yang sebenarnya). 
c. Investasi pada perusahaan lain, baik dalam negeri 
maupun luar negeri. 
d. Saldo utang. 
e. Delapan puluh persen dari aktiva tetap dari 
perusahaan yang memberikan listrik dan transport haji 
(terbatas pada kabel, alat-alat, suku cadang dan lain-
lain). 
2. Perusahaan yang laporan keuangannya tidak diaudit 
adalah sebagai berikut: 
a. Total modal pada awal tahun ditaksir. Departemen 
zakat diberi hak untuk memutuskan jumlah modal 
awal  diperoleh dari dokumen perusahaan berbeda 
dari laporan perusahaan. 
b. Laba akhir tahun harus ditaksir dari seluruh transaksi. 
c. Piutang ragu dimasukkan jika perusahaan tidak dapat 
membuktikan secara obyektif bahwa piutang itu ragu. 
Triyuwono menyatakan bahwa zakat merupakan 
tujuan operatif dari organisasi (perusahaan) yang menunjukan 
bahwa organisasi tersebut terdorong untuk meraih 
keuntungan dan secara bersamaan membayar zakat. Dengan 
demikian, ada makna implisit bahwa organisasi harus 
memanifestasikan potensi egois dan altruisnya untuk 
mencapai tujuan. Sifat egois berguna bagi organisasi untuk 
mendapatkan keuntungan, sedangkan sifat altruis adalah 
untuk membayar zakat. Mendapatkan keuntungan 
merupakan sifat dasar sebuah perusahaan yang 
diperbolehkan oleh syariah, sepanjang bukan merupakan 
tujuan akhir. Syariah menstimulasi aktualisasi perilaku altruis, 
yaitu dengan menerapkan zakat terhadap keuntungan atau 
kekayaan yang diperoleh oleh perusahaan.18 
Makna dari penerapan zakat dalam organisasi bisnis 
dapat ditelusuri sebagai berikut: 
                                                        
18Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah (Yogyakarta: 
LKIS, 2001), h. 284-285. 
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1. Ada transformasi dari pencapaian laba bersih ke 
pencapaian zakat. 
2. Karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala 
bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan 
main yang ditetapkan dalam syariah. 
3. Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan 
yang seimbang antara karakter egoistik dan sosial. 
4. Zakat mengandung nilai emansipatoris. Artinya zakat 
merupakan lambang pembebas manusia dari 
ketertindasan ekonomi, sosial dan intelektual, serta 
pembebasan alam dari penindasan dan eksploitasi 
manusia. 
5. Zakat merupakan jembatan penghubung antar aktivitas 
manusia yang duniawi dan suci.19 
Dari persoalan di atas dapat dilihat keterkaitan antara 
zakat sebagai wujud kewajiban atas kepemilikan aktiva  
dengan akuntansi. Oleh karena itu, penilaian terhadap modal 
untuk menghitung zakat harus dilakukan berdasarkan current 
cost accounting. Hal ini jelas dapat diterapkan pada penilaian 
persediaan untuk perusahaan dagang di mana penilaiannya 
didasarkan pada harga pasar barang yang dijual. 
Peraturan secara tegas menunjukan bahwa Islam juga 
memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk memberikan 
dasar pengenaan zakat yang harus dibayar. Dari dimensi 
sosial, QS. al-Taubah (9): 60  telah menjelaskan tentang siapa 
yang berhak menerima zakat. Di dalamnya termasuk fakir-
miskin, orang terutang, musafir dan kegiatan fisabilillah. 
Kesemuanya ini memerlukan kegiatan akuntansi yang bersifat 
accountability. 
Dalam akuntansi Islam permasalahan ini menjadi 
bahan yang menarik untuk dibahas, karena informasi ini 
berkaitan dengan pengambilan keputusan. Pada perhitungan 
zakat atau perhitungan laba untuk menjadi dasar bagi hasil 
misalnya akan muncul berbagai pendapat yang saling 
                                                        
19Iwan Triyuwono, Organisasi, “Akuntansi dan Spiritualisme Islam”, 
Makalah Studium General Mahasiswa Syari’ah Banking Institute (Yogyakarta: 
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berbeda, apakah didasarkan pada harga pokok (historical cost), 
harga pasar (market value), nilai pengganti (replacement value) 
dan sebagainya.20 Dalam konteks ini, akuntansi akan dapat 
memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba 
dan jumlah asset yang akan dijadikan sebagai dasar 
penggenaan zakat. Untuk menghitung nilai harta (aktiva) 
perlu prinsip pengukuran dan prinsip penilaian, misalnya 
menghitung keuntungan dari perniagaan atau hasil pertanian 
memerlukan diketahuinya konsep pengukuran laba, 
pengukuran hasil, pengakuan biaya dan metode penilaian 
atau konsep harga. Oleh karena itu, konsep-konsep akuntansi 
sangat perlu dalam pelaksanaan kewajiban seorang muslim.21 
Menurut prinsip akuntansi Barat yang berlaku 
sekarang, pengakuan dan penilaian aktiva adalah pencatatan 
aktiva yang didasarkan pada kejadian kapan perusahaan 
mendapatkan kekayaan atau aktiva itu dari pihak lain. 
Penilaian keduanya didasarkan pada nilai tukar, nilai 
pengorbanan (excharge atau market price) pada saat pengalihan 
terjadi. Nilai itu disebut “acquisition cost”. 
Ketika pengorbanan yang diberikan adalah aktiva 
bukan uang (non moneter), maka nilai yang dipakai adalah 
harga pasar barang yang diserahkan. Di samping nilai 
pertukaran ini atau historical cost, dalam prinsip akuntansi 
dikenal juga berbagai nilai yang sering dipakai dalam 
penilaian aktiva, yaitu:22 
1. Book value adalah harga buku yang diperoleh dari nilai 
perolehan historis dikurangi akumulasi penyusutan yang 
telah dibebankan kepada pendapatan atau nilai yang 
terdapat di buku perusahaan. 
2. Replacement cost adalah nilai barang dimaksud jika diganti 
dengan barang lain yang sama. 
3. Selling price adalah harga penjualan. 
4. Net realizable value, harga jual dikurangi biaya 
penjualannya atau dikurangi tingkat marjin yang normal. 
                                                        
20Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, h. 43. 
21Ibid., h. 123. 
22Ibid. 
Konsep Kepemilikan Islam untuk Akuntansi Syariah 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 10, No. 2, Desember 2007 
484
Metode penilaian ini dalam akuntansi Barat sering 
digunakan sesuai dengan kasusnya. Ada transaksi yang 
dinilai/dilaporkan menurut harga pasar, misalnya pada saat 
penyusunan laporan keuangan. Persediaan barang tertentu 
dapat dinilai berdasarkan harga pasar, dan bisa juga  
berdasarkan nilai yang terendah antara harga pokok dengan 
harga pasar (lower of cost or market). Nilai-nilai ini sering 
dianggap tidak konsisten dengan konsep teori pengukuran 
yang murni. Namun perlu diingat bahwa penerapan metode 
nilai ini didasarkan pada prinsip yang mengupayakan agar 
laporan keuangan perusahaan mendekati harga yang wajar 
dengan tetap mempertimbangkan akurasi, verifiability dan 
objectivity. 
Penilaian aktiva untuk menentukan besarnya zakat 
yang harus dikelurkan atas pemilikan harta benda atau aktiva 
menurut konsep penilaian aktiva  Islam mengacu pada nilai 
sekarang (current value). Konsep ini dapat dilihat dalam QS. 
al–An’a >m (6): 141, yaitu: 
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-
macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan 
warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang 
bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di 
hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 
miskin)…,” 
Kalimat “di hari memetik hasilnya” (yauma h}as }a >dih) 
mengandung makna tersirat bahwa penilaian harta untuk 
perhitungan zakat adalah nilai pada saat itu juga (current 
value). 
Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa pakar 
akuntansi syariah telah mencoba membuat formasi penilaian 
aktiva yang akan dikenakan zakat. Atiyah (1984) sebagaimana 
yang dikutip Hameed mendukung penggunaan current value 
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menyatakan, ”Value at current value (market price) and then pay 
zakah (on it).”24  
Pernyataan Atiyah tersebut semakin menguatkan 
argumen bahwa dasar penilaian aktiva untuk kepentingan 
zakat adalah current value, di mana zakat yang dibayarkan 
atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat 
ini. Penilaian aktiva dengan current value menunjukan bahwa 
sebuah aktiva dinilai secara lebih adil sesuai dengan 
kondisinya saat ini. Current value bisa menyajikan penilaian 
yang lebih  adil, di mana pemilik harta (aktiva) bisa 
membayarkan jumlah zakat yang menjadi tanggunganya 
sesuai dengan kondisi harta yang dimilikinya, serta dapat 
mengurangai kelemahan dasar penilaian harga perolehan di 
mana aktiva dinilai berdasarkan harga perolehannya sehingga 
kewajiban zakat yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah 
dari yang seharusnya dibayarkan. Hal ini sekaligus 
mempertegas bahwa current value akan lebih sesuai 
dibandingkan dengan konsep penilaian harta berdasarkan 
harga perolehan (historical cost), mengingat bahwa current 
value sudah menyesuaikan dengan kondisi perekonomian 
dalam keadaan inflasi dan naiknya harga-harga. 
 
D. Penutup 
Dalam konsep Islam, kepemilikan mutlak adalah milik 
Allah swt, sementara manusia diberi hak oleh Allah untuk 
memiliki, menikmati, dan memindah tangankan kekayaan 
yang diakui dan dipelihara oleh Islam. Akan tetapi, di 
samping itu mereka mempunyai kewajiban moral agama 
untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk 
kepentingan sosial. Kewajiban ini merupakan ketentuan 
syariah yang sangat jelas baik kadarnya maupun 
pendistribusiannya. 
                                                        
24Shahul Hameed, 2000. “A. Review Of Income And Value 
Measurement Concepts In Conventional Accounting Theory And Their 
Relevance To Islamic Accounting”, dalam http://www.Islamic Finance Net, 
dikases pada 24 Agustus 2007. 
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Teori kepemilikan Islam kaitannya dengan akuntansi 
syariah menyangkut perhitungan kepemilikan harta (aktiva) 
untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus 
dikeluarkan sehingga dapat dihasilkan neraca perhitungan 
yang tepat. Dalam konteks ini akutansi dapat memberikan 
sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah asset 
yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat.  
Dan dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat, 
sebagaimana dikemukakan Atiyah, adalah current value, di 
mana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai 
berdasarkan harga pasar saat ini. Penilaian aktiva dengan 
current value menunjukan bahwa sebuah aktiva dinilai secara 
lebih adil sesuai dengan kondisinya saat ini. Hal ini 
dikarenakan current value sudah menyesuaikan dengan 
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